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ABSTRAK

Dalam putusan Nomor 460K/Pdt/2016 majelis hakim memberikan pertimbangan
mengenai asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan adopsi dari Prinsip ke-15 Deklarasi Rio
1992 yakni Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle). Untuk itu dalam skripsi ini
penulis akan membahas mengenai pengertian serta ukuran asas kehati-hatian tersebut,
kemudian setelah itu penulis akan membahas mengenai ketepatan hakim dalam
menerapkan asas kehati-hatian dalam putusan Mahkamah Agung nomor 460K/Pdt/2016
serta membahas dasar hakim hingga ketepatan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menolak
perkara ini pada tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat
deskriptif,yang dilakukan dengan cara dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa
yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu putusan hakim, bahan-bahan pustaka seperti
buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, perundang- undangan, dan
lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.Kemudian dari bahan
hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu dalam
bentuk kalimat yang teratur, namun logis dan tidak tumpah tinding dan efektif sehingga
memudahkan intepretasi data dan pemahaman hasil analisis yang kemudian diatarik suatu
kesimpulan secara deduktif . Kesimpulan dari skripsi ini yang dimaksud dengan asas
kehati-hatian adalah keseluruhan tindakan pelaku usaha atau Negara yang mengelola
lingkungan hidup untuk secara cermat merencanakan hal-hal yang perlu diambil atau
dibuat untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.dengan empat
elemen sebagai ukuran Dari pengertian dan ukuran tersebut terlihat bahwa Mahkamah
Agung telah tepat menggunakan asas kehati-hatian ini dan Pengadilan Negeri serta
Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam memutus perkara perdata lingkungan ini.

Kata Kunci : Asas Kehati-Hatian, Putusan Hakim, Penyelesaian Sengketa

Lingkungan
Pembimbing Utama, i Pembimbing Pembantu
H.Amrullah Arpan,S.H..S.U Hj.Mardian},S.H.,M.H
NIP.195305091980031001 NIP.198208112014042001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pentingnya menjaga lingkungan hidup adalah kewajiban bagi setiap manusia
maupun Negara karena memiliki lingkungan hidup yang sehat merupakan hak
hidup khayalak umum, sebagaimana diatur dalam konstitusi yakni Pasal 28H ayat
(1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan yang sehat™?. Dengan
demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi
setiap Warga Negara Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara.
Oleh karena itu Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia
sebagai terjemahan dari bahasa Inggris environment dan human environment,
seringkali secara silih berganti digunakan dalam pengertian yang sama. Sekalipun

arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-

! Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H ayat (1)



beda tergantung persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis, dalam tulisan ini istilah
lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sama dalam arti luas.’

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan
kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan
kita (Otto Sunarwoto,1976). Environment can be defined as rhe sum of all external
influences and fores acring upin an object, usually assumed to be living being.
(Sewell,1971)*

Naughton dan LarryL.Wolf mengartikan lingkungan dengan semua faktor
eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan,
pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme (McNaughton dan
Wolf,1973:7)*

Dalam peraturan perundang-undangan, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) merumuskan yang dimaksud dengan lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhuk hidup lain.

% Daud Silalahl ,Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia,Bandung;PT Alumni 2001him 8

* Ibid, him 9

* N.H.T Siahaan,Hukum Lingkungan, Jakarta: Pancuran Alam ,2006 him 3



Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehiudpan setiap
orang. Manusia bernafas dan mendapat terang (cahaya) karena ada udara dan
matahari, demikian juga kebutuhan amnesia dengan mendapat makan, minum,
bertani, membuat rumah, mandi dan berteduh adalah dari lingkungan. Mengolah
suatu produksi, membuat gedung menciptakan alat transportasi, reactor nuklir
menciptakan Apollo ke planet bulan, berkomunikasi jarak jauh (hingga beratus ribu
kilometer sekalipun), mengolah informasi melalui sistem telematika dan seabgainya
adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan®. Manusia, hewan, dan
lingkungan hidup saling membutuhkan di dalam suatu siklus yang terus berputar.
Lingkungan hidup berfungsi juga sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan
bagi makhluk hidup. Fungsi lingkungan hidup sangat erat dengan kehidupan
manusia.

Apabila dari berbagai pengertian mengenai lingkungan dipahami, maka hal
pokok dari lingkungan tidak hanya mengenai hal keberagaman makhluk hidup dan
benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi juga interaksi antara semua
benda-benda di lingkungan itu®.

Berbicara mengenai fungsi lingkungan hidup, dalam UUPPLH tidak
mengatakan secara langsung fungsi dari lingkungan hidup, namun dalam rumusan

pasal 1 angka 6 UUPPLH menyebutkan mengenai pelestarian fungsi lingkungan

® 1bid, him 2
® 1bid, him 5



hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang disebut dalam pasal ini berhubungan dengan fungsi dari
lingkungan hidup.

Dalam pasal 1 angka 7 UUPPLH yang dimaksud dengan daya dukung
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,
makhluk lain,dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan yang dimaksud dengan
daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan
kedalamnya sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH).

Oleh karena lingkungan hidup merupakan wadah kehidupan maka setiap
pelaku pengelolaan lingkungan hidup atau yang mengusahakan lingkungan hidup
harus memperhatikan asas kehati-hatian. Asas ini diadopsi dari Prinsip ke-15
Deklarasi Rio 1992.

Deklarasi Rio 1992 menyebutkan “Untuk melindungi lingkungan hidup,
pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat

ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan,



ketiadaan kepastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membuat putusan
yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup’
Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 huruf f UUPPLH. Dimana pasal ini

merumuskan :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas :

a. tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan;

c. keserasian dan keseimbangan;

d. keterpaduan;

e. manfaat;

f. kehati-hatian;

g. keadilan;

h. ekoregion;

i. keanekaragaman hayati;

j. pencemar membayar;

K. partisipatif;

I. kearifan lokal;

m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Dalam penjelasan pasal 2 huruf f ini disebutkan ,

“asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu
usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda
langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Dari penjelasan ini tersirat suatu pengertian bahwa pihak yang
memanfaatkan lingkungan tidak dapat mengajukan dalil atau alasan keterbatasan

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga lingkungan hidup menjadi rusak



atau tercemar. Dalam Deklarasi Rio disebutkan bahwa setiap Negara (anggota
Konvensi Rio) wajib menerapkan asas kehati-hatian.

Baik dalam Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 2 huruf f beserta penjelasannya maupun Deklarasi Rio tidak
dirumuskan apa yang dimaksud dengan asas kehati-hatian, namun demikian
Mahakamah Agung dalam putusan nomor 460K/Pdt/2016 menjadikan pasal 2 huruf
f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Deklarasi Rio sebagai dasar hukum.
Seharusnya suatu dasar hukum harus mengandung hal-hal yang pasti sebagai unsur,
baik itu merupakan suatu perintah (apa yang harus dilaksanakan) maupun sebagai
suatu larangan untuk tidak dilaksanakan.

Kasus ini berawal dari kesengajaan dari tergugat untuk melanggar atau
menebang hutan diluar wilayah yang diizinkan yang artinya penebangan liar atau
ilegal logging atau menebang hutan diwilayah konsesinya tetapi melanggar
ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002
tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan,Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan.

Gugatan ini dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup sejak 26 September
2013 kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru. KLH menyebutkan bahwa PT MPL
melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup. PT MPL dituduh melakukan penebangan hutan diluar

lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).



Berdasarakan Keputusan Bupati Nomor 522.21/ITUPHHK-HT/XI1/2002/04
tanggal 17 Desember 2002, PT MPL mendapat jatah 5.590 hektare hutan di
Pelalawan untuk ditebang. Namun, KLH menuding PT MPL telah menebang hutan
seluas 7.466 hektare berasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2004,2005,
dan 2006. Selisin dengan IUPHHK-HT seluas 1.873 hekatare itulah yang
dipersoalkan KLH sehingga total kerugian Negara akibat perusakan lingkungan
hidup yang dilakukan PT MPL setidaknya senilai Rp.4 triliun.Tak hanya itu, PT
MPL juga dinilai melakukan penebangan hutan didalam areal IUPHHK-HT, dari
5.590 hektare, 400 hektare berupa bekas tebangan dan sisanya seluas 5.190 hektare
berupa hutan primer atau hutan alam.

Berdasarkan aturan Kementerian Kehutanan, tidak dibenarkan melakukan
penebangan hutan alam di dalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan
pembangunan sarana dan prasarana dengan luas maksimun satu persen. PT MPL
juga dituduh telah menebang kayu ramin sehingga total kerugian Negara akibat
perusakan lingkungan hidup di areal IUPHHK-HT seluas 5.590 hektare setidaknya
mencapai Rp.12Triliun. dengan demikian KLH menyatakan total kerugian akibat
oerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT.MPL seniali Rp.16 triliuan
sepanjang 2004, 2005, dan 2006. Gugatan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini

ditolak di tingkat pertama dan banding . Kemudian baru dikabulkan pada tingkat



Kasasi. Bahkan putusan MA ini merupakan salah satu putusan yang dijadikan
sebagai Landmark Decision’.

Putusan Kasasi No 460/k/pdt/2016 mengabulkan permohonan Kementerian
Lingkungan hidup dan kehutanan atas PT Merbau Pelalawan Lestari sebagai
Termohon dan membatalkan Putsuan Pengadilan Tinggi Pekan baru
No0.079/Pdt/2014/PT.R.jo putusan PN pekanbaru no 157/pdt.G/2013/P.br Amarnya,
Tergugat termohon melakukan penebangan hutan di luar lokasi izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IJUPHHK-HT) dan melakukan
penebangan hutan di lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga dianggap perbuatan melanggar hukum.
Menghukum dan memerintahkan tergugat membayar ganti kerugian atas kerusakan
lignkungan hidup kepada Negara melalui Kementerian secar langsung dan seketika
kepada Pemohon sebesar Rp 16.244.574.805.000

Di dalam kasus ini ada unsur kesengajaan dari tergugat , akan tetapi
Mahkamah Agung menjadikan dasar pertimbangan soal pelanggaran asas kehati-
hatian. Dalam putusan ini, Mahakamah Agung menerapkan pasal 2 huruf f Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup maupun Deklarasi Rio yang berkaitan dengan asas kehati-hatian akan tetapi

dari judex facti jelas terbukti bahwa tergugat atau terbanding dan termohon kasasi

" Eko Huda Setiawan.2014. Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup Rp.16 Triliun di tolak. Dalam
http://liputan6.com/news/read/2017952/gugatan-Kementerian-lingkungan-hidup-rp-16-triliun-ditolak - diakses
pada pukul 10.19WIB tanggal 24 Agustus 2017.



telah dengan sengaja melakukan penebangan liar atau penebangan melanggar
undang-undang. Pada sisi lain Mahakamah Agung membuat pertimbangan soal asas
kehati-hatian yang tersirat didalamnya tergugat tidak hati-hati. Melanggar asas
kehati-hatian berarti tergugat tidak hati-hati, padahal tergugat dengan sengaja
melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan
Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Atas dasar itulah penulis bermaksud
membahas mengenai Asas Kehati-Hatian (Precautionary Principle) yang termuat
dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada perkara nomor
460K/Pdt/2016 yang oleh Mahakamah Agung dijadikan dasar pertimbangan, yang
pada intinya menyatakan bahwa tergugat PT. Merbau Pelalawan Lestari (PT.MPL)
telah melanggar aturan. Dengan demikian menghukum PT MPL untuk membayar
ganti kerugian.

Dengan demikian berdasarkan nuraian diatas penulis akan memberikan
judul  analisis  penelitian ini  yaitu “PRINSIP KEHATI-HATIAN
(PRECAUTIONARY PRINCIPLE) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 460K/PDT/2016)”.



. RUMUSAN MASALAH

. Apa pengertian dan apa ukuran asas kehati-hatian sebagaimana disebutkan
dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

. Apakah dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor
460K/Perdata/2016 hakim telah tepat mengambil ketentuan pasal 2 huruf f
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Deklarasi Rio sebagai pertimbangan
dalam memutuskan perkara ini?

. Apa dasar hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru dalam perkara nomor
157/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang menolak gugatan penggugat (Kementrian
Lingkungan Hidup) padahal fakra dipersidangan jelas membuktikan bahwa PT
Merbau Pelalawan Lestari telah melakukan penebangan diluar wilayah kerjanya
dan tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan
Penggunaan Kawasan Hutan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Riau yang

menguatan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah dianggap tepat ?

10
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C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud serta ukuran dari suatu asas kehati-hatian
yang termuat dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Untuk mengetahui ketepatan hakim Mahkamah Agung dalam memutus putusan
dalam perkara nomor 460K/Perdata/2016 hakim mengambil ketentuan pasal 2
huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Deklarasi Rio sebagai
pertimbangan dalam memutuskan perkara ini

3. Untuk mengetahui dasar hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru dalam perkara
nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang menolak gugatan penggugat (Kementrian
Lingkungan Hidup) padahal fakta dipersidangan jelas membuktikan bahwa PT
Merbau Pelalawan Lestari telah melakukan penebangan diluar wilayah kerjanya
dan tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan
Penggunaan Kawasan Hutan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Riau yang

menguatan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah dianggap tepat.
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D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan
lImu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya dalam
perkara Perdata di bidang Lingkungan
b. Diharapkan dapat mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kesesuaian Undang-undang
yang berlaku terhadap penyelesaian perkara Perdata Lingkungan yang
menggunakan Asas Kehati-hatian yang termuat dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
460K/Pdt/2016.
c. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta
bahan masukan bagi penlitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya nanti dapat dimanfaatkan
bagi para pihak yang berperkara agar dapat menjadi pertimbangan secara
normatif mengenai penerapan Asas Kehati-hatian yang termuat dalam
ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2016 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian

12



13

Perkara Perdata Lingkungan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
460K/Pdt/2016

b. Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak
pengelola yang memanfaatkan lingkungan hidup dalam mengelola
lingkungan hidup serta hakim dalam mempertimbangan penerapan suatu
asas dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan
terutama Asas Kehati-hatian yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 huruf f
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. KERANGKA TEORI
1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang
diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yan
terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa antara para pihak dalam perkara perdata, sedangkan
dalam perkara pidana dapat berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan
pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan putusan pembebasan
dari tidak pidana (vrijspraak) dalam hal menurut hasil pemeriksaan di

persidangan , kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atau
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berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (oonslaag van alle
rechtsvervolging).®

Alat bukti yang sah merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan
putusan dan dengan didukung oleh keyakinannya maka hakim bermuara pada
pengambilan keputusan. Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
“Tidak seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena
alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Alat bukti dalam perkara pidana berbeda dalam alat bukti dalam perkara
perdata.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti
yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan
alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat
diperkenankan di dalam persidangan disebutkn dalam Pasal 164 HIR yang
terdiri dari:

a. Bukti surat
b. Bukti saksi

c. Persangkaan

8Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim,Jakarta:Sinar Grafika,2011 hlm 95
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d. Pengakuan
e. Sumpah
Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering
dipergunakan yakni pengetahuan hakim.’
2. Teori Intepretasi (Penafsiran)

Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan,
menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/
mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk
memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk
penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.

Penafsiran Hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam
melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwaa konkrit. Undang-undang
sebagaimana kaedah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan
manusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakan. Untuk dapat
melaksanakan undang-undang harus diketahui orang. Agar dapat memenuhi
asas “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” maka undang-undang
harus tersebar luas dan harus jelas. Oleh karena itu setiap undang-undang selalu
dilengkapi penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara, sekalipun

namanya serta maksudnya sebagai penjelasan namun seringkali terjadi bahwa

° Amrullah Sidik. 2011.Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata dalam https://amrullahsidik.
wordpress.com /2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/ diakses pada tanggal 19 September 2017
pukul 06.15 WIB
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penjelasan itu tidak memeberi kejelasan, karena hanya diterangkan “cukup
jelas”. Setiap peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum
sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak
terjadi peristiwa kongkrit.*

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum
yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang
agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa
tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan mengenai peraturan
hukum terhadap peristiwa. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk
mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada kegunaannya
untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan
metode itu sendiri. Menjelaskan ketentuan udang-undang akhirnya adalah
merelisir fungsi agar hukum positif itu berlaku.™
Pengertian Asas, Norma dan Aturan dalam suatu Peraturan Perundang-
undangan

Menurut Hans Kelsen, kaedah hukum dari sautu Negara merupakan sistem
kaedah hukum yang hierarkis yang dalam bentuknya yang sangat sederhana
adalah sebagai berikut: tingkat paling bawah terdiri dari kaedah-kaedah

(individuil) yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum khususnya

him. 12.

1% Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

1 1bid, him.13.
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pengadilan. Kaedah-kaedah individual tersebut senantiasa tergantung dari
undang-undang yang merupakan kaedah-kaedah umum yang dibentuk oleh
badan legislative, dan hukum kebiasaan yang merupakan tingkatan yang lebih
tinggi selanjutnya dari tata kaedah hukum.

Undang-Undang dan hukum kebiasaan senantiasa tergantung pada konstitusi
yang merupakan tingkat tertinggi dari tata kaedah hukum yang dianggap sebagai
suatu sistem kaedah-kaedah positif.

Sahnya kaedah-kaedah yang lebih rendah ditentukan oleh kaedah-kaedah
yang lebih tinggi. Apabila hukum internasional tidak diperhitungkan sebagai
tata kaedah hukum yang lebih tinggi dari pada hukum nasional, maka konstitusi
suatu Negara mencerminkan tingkat tertinggi dari tertib nasional. Oleh karena
itu, sahnya konstitusi bukanlah didasarkan pada suatu kaedah yang dirumuskan
oleh pemikiran yuridis, merupakan suatu kaedah dasar yang hipotetis. (Hans
Kelsen,1945)*?

Pengertian mengenai asas hukum sendiri bila dilihat dari berbagai pendapat
ahli Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan
hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang

mengandung nilai-nilai etis®.

2 purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Perihal Kaedah Hukum.PT Citra Adiya

Bakti:Bandung.2015

13).B Daliyo.Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta:Prenhalindo,2014 him 88
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Asas hukum sendiri bukanlah suatu norma hukum melainkan hanya fikiran
dasar menjadi latar belakang norma hukum. Asas hukum itu kemudian
dirumuskan dalam norma hukum. Perumusan itu dapat secara tersirat maupun
tersurat. Perumusan tersurat memperlihatkan bahwa asas hukum itu disebut
norma hukum. Sebaliknya perumusan tersirat memperlihatkan makna yang
terkandung dalam norma hukum tersebut.

Suatu norma baru dapat dikatakan sebagai norma hukum apabila ia
diwujudkan dalam kenyataan riel seperti undang-undang,penetapan
(Beschiking) atau vonis hakim. Ajaran tentang norma hukum (recht beslissing)
yang dikemukakan oleh Logemann memperlihatkan bahwa norma hukum itu
dapat terwujud dalam (1) norma hukum umum yaitu norma yang dibentuk oleh
badan legislatif berupa undang-undang dan (2) norma hukum individual
(Purnadi Purbacaraka,1993:38) yang dibentuk oleh badan eksekutif berupa
penetapan (beschikking) dan badan yudikatif yaitu berupa vonis.

Suatu norma hukum disebut peraturan perundang-undangan hanyalah
mencakup undang-undang (Formel Gesetz) dan peraturan pelaksanaan dan
peraturan otonom (Verordnung und Autanome Satzung).

Norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan itu haruslah
berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, yaitu dinamakan Aturan Dasar/Pokok

Negara (Staategrangeeetz) $elanjutnya aturan dasar/pokok Negara tersebut
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berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi yang disebut Norma Dasar Negara
(Shaatsfendermentalzorm) (Hans Nawiasky; 1948 :3).

Norma hukum suatu Negara yang berjenjang dan berlapis-lapis itu
merupakan landasan bagi sikap tindak atau prilaku Negara maupun warga
masyarakat. Prilaku atau sikap tindak baik Negara maupun warga Negara
mungkin sesuai dengan norma hukum (onrechtmatige). Sikap tindak yang
bertentangan dengan norma hukum itu dapat berupa : (1) Bertentangan dengan
Hukum Tata Negara (Excess de pouvoir), (2) Bertentangan dengan Hukum
Administrasi Negara (Detournament de pouvoir), (3) Bertentangan dengan
hukum perdata (Onrechtmatigedaad) , bertentangan dengan Hukum Pidana
(Delict,Strafbaarfeit) (Purnadi Purbacaraka 1985 :53).

Hubungan antara nilai , asas hukum dan norma hukum dan sikap tindak
sebagaimana dikemukakan diatas, dapat digambarkan dalam suatu Stufenbor

Hukum sebagai berikut:**

Asas Hukum

Norma

/ Sikap Tindak \

Y Amir Syarifuddin. 2009. Aktualisasi Nilai-Nilai Dalam Norma Hukum Negara Republik
Indonesia.dalam.eprints.unsri.ac.id/556/5/Pages_from_aktualisasi_nilainilai_dalam_norma_hukum_negara_re
publik_indonesia.pdf
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F. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan
yang ada, maka penulisan penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya yaitu pada kajian
asas kehati-hatian yang termuat pada pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 32
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Pdt/2016 yaitu mengenai pengertian dan
ukuran terhadap asas kehati-hatian yang termuat dalam pasal 2 huruf f Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2009 serta ketepatan majelis hakim Mahkamah Agung
dalam putusan Nomor 460 K/Pdt/2016 menggunakan asas kehati-hatian yang
termuat dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pertimbangan

dalam memutus perkara tersebut.

G. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdari dari kata “yuridis” yang
berarti hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam membahas
penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun

hukum yang tidak tertulis baik hukum primer maupun hukum sekunder) dan
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juga berasal dari kata “empiris”.’> Kajian empiris adalah kajian yang

memandang hukum sebagai kenyataan mencakup kenyataan sosial, kenyataan
kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain kajian
empiris mengkaji law in action. Kajian empiris dunianya adalah das sein (apa
kenyataannya).'®

Dipilihnya jenis penelitian yuridis, karena dalam penulisan skripsi ini
menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni asas kehati-hatian yang
termuat dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, sedangkan penelitian empiris, karena dalam membahas
permasalahan penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum yaitu dengan melihat bagaimana bekerjanya
hukum di lingkungan masyarakat, serta melihat hukum secara nyata, dan
mengetahui mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum
normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. *'

Dikatakan yuridis empiris dikarenakan ada fakta empiris yaitu sengketa

antara pihak Kementerian Lingkungan Hidup (Penggugat) melawan PT. Merbau

1> puspita Sari Devi.2016. Pengertian Penelitian Yuridis Empiris. Dalam https://www.scribd.com
/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Y uridis-Empiris diakses pada tanggal 19 September 2017 pada
pukul 04.32 WIB

' Achmad Ali, dan Wie Wie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum Jakarta:Kencana
Prenadamedia Group, 2013

" Anak Agung Ayu Intan Puspadewi.2016. “Analisis Yuridis Terhadap KasusWanprestasi Dalam
Perjanjian Build Operate And Transfer (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor No.
676K/Pdt/2010)”.Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Udayana.
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Pelalawan Lestari (Tergugat) dari fakta hukum empiris baru dikaji bagaimana
hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 untuk fakta hukum
ini. Mengkaji penerapan/penegakan hukum terhadap fakta riil merupakan kajian

yuridis empiris.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.
a. Statue Approach
Yaitu pendekatan undang- undang yang dilakukan dengan menelaah
semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang di tangani.*®
b. Case Approach
Yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang
telah menjadi putusan pengadilan.*®

3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terserier.

18 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2009, him. 93
¥ Ibid., him. 94
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Adapun bahan-bahan tersebut diperoleh dari penelaahan dokumen dari

penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu putusan hakim,

bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal,

internet, perUndang- Undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok

bahasan yang dikaji.

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum

yang mengikat seperti mengikat terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016.

. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta
memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi.”® berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya
yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan Hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan
hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.”*

2 peter Mahmud Marzuki, Op.cit., him 141

2 bid.
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5.

6.
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Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan
cara meneliti bahan pustaka atau dikenal dengan studi dokumen. Bahan
kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari
peraturan perundang-undangan,buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil
penelitian. yang berkaitan dengan perkara penerapan asas dalam putusan.
Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif yaitu
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, nmaun
logis dan tidak tumpah tindih dan efektif sehingga memudahkan intepretasi data
dan pemahaman hasil analisis yang kemudian diatarik suatu kesimpulan secara
deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan data yang bersifat
umum ke yang bersifat khusus.??
Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan Kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode berpikir yang
merupakan hal-hal yang umum dahulu baru ke khusus. Bertolak dari pasal 2
huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaji secara khusus dalam Putusan Pengadilan.

22 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008
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